(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.I Nomor 31 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk memenuhi dinamika perkembangan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cu-
kai perlu mengganti Peraturan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan
Angka Kreditnya; L

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ten-
tang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Kepabeanan (L.embaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1C Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2006 Nomor 23};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1895 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4755);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nemor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
intah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ten-
tang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 40186), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Ta-
hun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5467);
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10.

11l

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); °

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No-
mor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer-
intah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhanitian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Neéara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Neg-
eri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomaor 235);

__ PENGUMUMAN / PERATURAN PEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARA-
TUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI| TEN-
TANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA
DAN CUKAI.

BAB I,
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan: v

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri ,Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang me-
menubhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepega-
waian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak un-
tuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan
informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan
informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang di-
beri tugas, tanggung jawlab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang un-
tuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan
informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan
informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan
adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki
kualifikasi teknis yang - pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan pengeta-
huan teknis dan prosedur kerja di bidang kepa-
beanan dan cukai.
Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keahlian
adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempu-
nyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan
tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan




ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik anali-
sis di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pen-
gangkatan, pemindahan,
Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

dan pemberhentian

peraturan perundangundangan.

8 Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemerik-
sa Bea dan Cukai untuk selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas men-
gevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas
yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja pe-
jabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya dising-
kat SKP adalah rencana kerja dan target yang
akan dicapai oleh seorang PNS.

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir keg-
iatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan
Cukai dalam rangka pembinaan karir yang ber-
sangkutan,

12. Karya Tulis/Karya limiah adalah tulisan hasil po-
kok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/
penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Bea dan
Cukai baik perorangan atau kelompok di bidang

* kepabeanan dan cukai. '

BAB Il
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan
Pasal 2
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak, dan Asisten
Profesional yang berkaitan.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 3
{1) Pemeriksa Bea dan Cukai berkedudukan sebaga
pebksanateknmfungﬂonalpmneﬂksam1beadan

cukai, pencegahan pelanggaran ketentuan per-
aturan perundang-undangan, penyidikan tindak
pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal,

dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cu-
kai Kementerian Keuangan.

{2) Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} merupakan jabatan karier PNS.

BAB Il

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
’ Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
merupakan jabatan fungsional kategori keter-
ampilan dan keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai
jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula;

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil;
Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/
Mahir; dan

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jen-
jang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Per-
tama;

 Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;

«. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya;
dan

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.

(4) Pangkat, golongan ruang Pemeriksa Bea dan Cu-
kai keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/

Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan

~ruang ll/a
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil,
pangkat:
1. Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang
II/b;

2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang 1t/d.
c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/

21
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(5)

{(7)
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Mahir, pangkat:
1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
/b.
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat:
1. Penata, golongan ruang lil/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang ill/d.
Pangkat, golongan ruang Pemeriksa Bea dan Cu-
kai keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Per-
tama, pangkat:
1. Penata Muda, golongan ruang lil/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
Hi/b.
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
pangkat:
1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d.
¢. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya,
pangkat:
1. Pembina, golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang
V/c.
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama,
pangkat:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d; dan
2. Pembina Utama , golongan ruang I1V/e.
Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasar-
kan jumlah angka kredit vang ditetapkan tercan-
tum dalam Lampiran Il sampai dengan Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini. ;
Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemerik-
sa Bea dan Cukai ditetapkan berdasarkan angka
kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh peja-
bat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR
KEGIATAN, DAN HASIL KERJA
Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai meliputi:

a. pelaksanaan pemeriksaan bea dan cukai;

b. pencegahan di bidang kepabeanan dan cukai;

¢. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan
dan cukai;

d. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan
cukai; .

e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cu-
kai; dan

f.  pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan
cukai.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huruf
a, terdiri atas:
a. pendidikan;

b. pemeriksaan bea dan cukai:
C. pencegahan dan penyidikan di bidang kepa-
beanan dan cukai;
d. pelayanan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai;
e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan
cukai;
f. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai; dan ]
g. pengembangan profesi.
{3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/
gelar; dan
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsion-
al/teknis di bidang kepabeanan dan cukai
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pen-
didikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifi-
kat.
b. pemeriksaan bea dan cukai, meliputi:
1. pemeriksaan barang, badan, dan sarana
pengangkut;
2. pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi ba-
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rang secara laboratoris;

. analisis proyeksi penerimaan negara, pem-

berian dan evaluasi perizinan, sertifikasi
Authorized Economic Operator (AEO), pe-
mutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan
fasilitas kepabeanan dan cukai;

. penelitian dokumen kepabeanan dan cukai;
. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

audit kepabeanan dan cukai;

penelitian keberatan, proses banding, dan
penagihan kepabeanan dan cukai; dan
analisis dalam rangka perumusan dan eval-
uasi kebijakan kepabeanan dan cukai serta
melakukan pengujian kompetensi pejabat
fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

pencegahan dan penyidikan, meliputi:

1.

3.

Pengolahan informasi kepabeanan dan cu-
kai;

. Patroli di bidang kepabeanan dan cukai;

dan
Penyidikan di bidang kepabeanan dan cu-
kai.

. pengembangan profesi, meliputi:
i

pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bi-
dang kepabeanan dan cukai;
penerjemahan/penyaduran buku, karya il-
miah, dan/atau peraturan di bidang kepa-
beanan dan cukai; dan

. penyusunan ketentuan pelaksanaan/keten-

tuan teknis di bidang kepabeanan dan cu-
keai. -

{(4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:
pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan
cukai; _
peran serta dalam seminar/lokakarya/k‘onfer-
ensi di bidang kepabeanan dan cukai;
keanggotaan dalam Organisasi Profesi Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; |
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

a.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI

JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan
sesuai Jenjang Jabatan
Pasal 7

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sesuai
jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Business News B95618- 22077

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka ekspor dengan tingkat kesulitan
sederhana; 1
melaksanakan pemeriksaan barang pen-
umpang dan awak sarana pengangkut;
melaksanakan pemeriksaan barang Kkiri-
man;

penyiapan bahan analisis penelitian lapo-
ran periodik atas pelaksanaan fasilitas
kepabeanan;

melaksanakan pencacahan pita cukai;
melaksanakan pencacahan Barang Kena
Cukai (BKC);

melaksanakan perekaman data cukai;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemutakhiran Data Base Ni-
lai Pabean {DBNP} di tingkat wilayah;
melaksanakan kegiatan persiapan pengu-
jian sebagai Anggota II;

melaksanakan pengujian contoh uji inter-
nal sebagai Asisten Analis;
melaksanakan pengujian contoh  uji
eksternal sebagai Asisten Analis;
melaksanakan kegiatan manajemen labo-
ratorium sebagai Anggota li;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksa-
naan program mutu kategori IV;
melaksanakan pengawasan dan/atau
pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-
pat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh
Kepala Kantor sebagai Anggota Il;
melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi di bidang kepabeanan dan cukai me-
lalui media tatap muka (helpdesk)/Agent
Junior;

melakukan perekaman data kepabeanan
dan cukai;

melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Wakil Koman-'
dan Patroli pada kapal patroli kategori lll;
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18.

19.

20.

21.

22.
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melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Awak Kapal
pada kapal patroli kategori Il;
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan per-
alatan dan kapal patroli kategori Ili;
melaksanakan operasi pelacakan {K-9) se-
bagai Handler;

melaksanakan patroli darat di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota
Il; dan

melaksanakan penelitian lapangan dalam
rangka pengumpulan informasi di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota
II.

Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil,
meliputi:

1.

10.

11.

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka impor dengan tingkat kesulitan
sederhana;

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka ekspor dengan tingkat kesulitan
menengah;

melaksanakan pemeriksaan barang kena
cukai dalam negeri berupa Minuman Men-
gandung Etil Alkohol (MMEA):
melaksanakan pemeriksaan barang kena
cukai dalam negeri berupa Etil Alkohol:
melaksanakan pemeriksaan barang kena
cukai dalam negeri berupa Hasil Tem-
bakau;

melaksanakan pemeriksaan badan:
melaksanakan pemeriksaan sarana pen-
gangkut laut;

melaksanakan pemeriksaan sarana pen-
gangkut udara;

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka impor dengan karakteristik barang
kargo bandara:

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan-
gUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan:

melaksanakan penyiapan bahan analisis

Bprhieas Mewy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dalam rangka pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995- tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan- .
gUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Tempat Penimbu-
nan Berikat;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Migas dan Panas
Bumi;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Bea Masuk Di-
tanggung Pemerintah (BMDTP);
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pembekuan dan pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pembekuan dan pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE});
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian, pembekuan,
dan/atau pencabutan Perizinam Kepabean-
an dan Cukai berupa Nomor Induk Perusa-
haan (NIPER};

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penerbitan Surat Pemberi-
tahuan Penyesuaian Jaminan (SPP.J):
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penerbitan Surat Tanda
Terima Jaminan (STTJ);

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penerbitan Surat Keputusan
Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE); '
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka’ pemberian Sertifikasi Au-
thorized Economic Operator {AEQ);
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian perizinan kepa-




23.

25.

286.

27.

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

38
36.
37.
38.

39.

beanan berupa Nomor ldentitas Kepa-
beanan (NIK);

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Pemutakhiran Data Base

" Nilai Pabean (DBNP) di tingkat nasional;
24.

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pembekuan dan pencabu-
tan Sertifikasi Authorized Economic Op-
erator (AEQ);

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penelitian Laporan Periodik
Cukati (LACK);

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian perizinan berupa
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC);

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian kemudahan cu-
kai berupa Pembayaran Berkala;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian fasilitas cukai
berupa Pembebasan Cukai;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemusnahan pita cukai/Ba-
rang Kena Cukai (BKC});

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Pengembalian Cukai/Pita
Cukai;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam. rangka pemberian kemudahan cu-
kai berupa Penundaan Pembayaran;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka pemberian fasilitas cukai
berupa Tidak Dipungut Cukai;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penerimaan Laporan Pajak
Rokok;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka analisis Dokumen Cukai;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksa-
naan program mutu kategori II;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksa-
naan program mutu kategori lll;
melaksanakan pemeriksaan Barang Kena
Cukai;

melaksanakan validasi terkait Sertifikasi
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Authorized Economic Operator (AEO) se-
bagai anggota Il;

melaksanakan program mutu kategori IV;
melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Anggota V;
melaksanakan kegiatan persiapan pengu-
jian sebagai Anggota I;

melaksanakan penguijian contoh uji inter-
nal sebagai Analis;
melaksanakan pengujian
eksternal sebagai Analis;
melaksanakan kegiatan manajemen labo-
ratorium sebagai Anggota i;
melaksanakan Audit Internal sebagai Ang-
gota ll;
melaksanakan

contoh uji

pengawasan dan/atau

. pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-

pat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh
Kepala Kantor sebagai Anggota k;
melaksanakan penyiapan bahan tingkat
kesulitan pertama dalam rangka analisis
Penelitian Ulang;

melaksanakan penyiapan bahan tingkat
kesulitan pertama dalam rangka perenca-
naan audit kepabeanan dan cukai;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit khusus
dalam rangka keberatan atas penetapan
pejabat Bea dan Cukai;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit khusus
lainnya;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit yang di-
hentikan pekerjaan lapangannya (Berita
Acara Penghentian Audit/BAPA);
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit umum
dengan 1 (satu) Program Audit;
membantu melaksanakan audit kepa-
beanan dan cukai;

melaksanakan penyiapan bahan ‘analisis
dalam rangka penelitian dokumen ke-
beratan Kategori lli;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori
Ik

melaksanakan penyiapan bahan analisis
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b8,

59.

60.

61.

'82.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71

)
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dalam rangka penyusunan Surat Uraian
Banding dan Surat Tanggapan atas perka-
ra hukum di bidang kepabeanan dan cukai
Kategori lIl;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penyusunan Surat Penjela-
san Tertulis atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai Kategori Ill;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penyusunan Memori PK dan
Kontra Memori PK atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori ll;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadi-
lan dan PK Kategori lll;

melaksanakan kegiatan sidang di penga-
dilan atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Anggota IIl;
melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka kegiatan penagihan piutang nega-
ra di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan penyiapan - bahan dalam
rangka bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai untuk Client Coor-
dinator (CC) Umum:

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka evaluasi kegiatan layanan
informasi dan bimbingan kepatuhan di bi-
dang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penyuiuhan di bidang kepabeanan
dan cukai;

melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi di bidang kepabeanan dan cukai se-
bagai Agent Seniar;

menyiapkan bahan kategori I kegiatan
pencegahan di bidang Kepatuhan internal
Kepabeanan dan Cukai:

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori | sebagai Anggota Il;

melaksanakan pengelolaan kinerija Kat-
egori Il sebagai Anggota II;
melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan tnvestigasi Internal Kategori | sebagai
Anggota Il;

melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan Investigasi Internal Kategori Il seb-
agai Anggota li;

72,
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melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC
sebagai Anggota I;

menyiapkan bahan analisis pengelolaan
sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai;

melakukan  pengembangan program
sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai dengan kategori program sederha-
na;

melakukan peremajaan program sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai
dengan kategori sederhana;

menyusun petunjuk pengoperasian sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan pengujian sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan penanganan gangguan sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai
kategori I;

melakukan implementasi sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan pemantauan sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan pemeliharaan sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai; -
melakukan update data sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai;
melakdkan pengelolaan basis data kepa-
beanan dan cukai kategori I:

melakukan pengelolaan penyajian data
kepabeanan dan cukai Kategori I;
membuat  dokumentasi pengelolaan
sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka pengolahan informasi kepabeanan
dan cukai tingkat lokal;

melaksanakan penyiapan dalam rangka
Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Komandan Pa-
troli pada Kapal Patroli Kategori llI;
melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Wakil Koman-
dan Patroli pada Kapal Patroli Kategori il;

melaksanakan patroli laut di bidang kepa- |

beanan dan cukai sebagai Perwira pada
Kapal Patroli Kategori IlI:




91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Awak Kapal
pada Kapal Patroli Kategori II;
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan per-
alatan dan kapal patroli kategori Il;
melaksanakan operasi pelacakan (K-9) se-
bagai Trainer;

melaksanakan patroli darat di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota i;
melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penyidikan tindak pidana kepa-
beanan dan cukai tingkat lokal;
melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penelitian tindak pidana kepabean-
an dan cukai tingkat lokal;

melaksanakan pengelolaan rumah tahan-
an dan barang hasil penindakan di bidang
kepabeanan dan cukai; dan
melaksanakan penelitian lapangan dalam
rangka pengumpulan informasi di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota Il

Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/

Mahir, meliputi:

1.

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka impor dengan tingkat kesulitan
menengah;

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka ekspor terkait Fasilitas Kemuda-
han 'mpor Tujuan Ekspor (KITE);
melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka ekspor dengan tingkat kesulitan
tinggi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Anggota Il;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Anggota i
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3047

melaksanakan monitoring dan evaluasi

terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Pen-
imbunan Berikat sebagai Anggota II;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan
Panas Bumi sebagai Anggota II;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah {BMDTP) sebagai
Anggota ll;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebaga| Ang-
gota li;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
Sertifikasi Authorized Economic Operator
(AEQ) sebagai anggota ll;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Iden-
titas Kepabeanan {NIK) sebagai anggota
Il;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Penetapan Hubungan Keterkaitan
sebagai Anggota Il

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Laporan Periodik Cukai (LACK) seb-
agai Anggota Il;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemberian perizinan berupa Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC); sebagai Anggota II;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa
Pembebasan Cukai sebagai Anggota II;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena
Cukai sebagai Anggota Ii;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ang-
gota Il;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pengembalian Cukai/Pita Cukai seb-
agai Anggota Il;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran sebagai Anggota
it;

melaksanakan monitoring dan evaluasi

i
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40.

atas pemberian fasilitas Cukai berupa Ti-
dak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;
melaksanakan program mutu kategori 1lI;
melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Anggota IV;
melaksanakan kegiatan persiapan pengu-
jian sebagai Ketua;

melaksanakan pengujian contoh uji inter-
nal sebagai Penyelia Analis II;
melaksanakan pengujian contoh uji
eksternal sebagai Penyelia Analis II;
melaksanakan kegiatan manajemen labo-
ratorium sebagai Ketua;

melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka telaah atas permasalahan kepa-
beanan dan cukai;

melaksanakan penelitian dokumen ekspor
kategori Il;

melaksanakan penelitian dokumen cukai;
melaksanakan penelitian dokumen Pem-
beritahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
melaksanakan penelitian dokumen Penca-
cahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
melaksanakan penelitian dokumen Cus-
toms Declaration (Bayar);

melaksanakan peneiitian dokumen Cus-
toms Declaration (Non-Bayar);
melaksanakan pengawasan = dan/atau
pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-
pat-tempat tertentu kategori IV yang di-
tunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordi-
nator;

melaksanakan penyiapan bahan tingkat
kesulitan lanjutan dalam rangka analisis
Penelitian Ulang;

melaksanakan penyiapan bahan Tingkat
Kesulitan Lanjutan dalam rangka perenca-
naan audit kepabeanan dan cukai:
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit investiga-
si; i
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit umum
dengan 2 (dua) Program Audit;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai auditor untuk audit umum
dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
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dalam rangka penelitian dokumen ke-
beratan Kategori Il;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori
II;

melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penyusunan Surat Uraian
Banding dan Surat Tanggapan atas perka-
ra hukum di bidang kepabeanan dan cukai
Kategori II; :
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalarm rangka penyusunan Surat Penjela-
san Tertulis atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai Kategori II;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penyusunan Memori PK dan
Kontra Memori PK atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori ll;
melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadi-
lan dan PK Kategori II;

melaksanakan kegiatan sidang di penga-
dilan atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Anggota II;
melaksanakan kegiatan penagihan piu-
tang negara di bidang kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan kegiatan penyitaan dalam
rangka penagihan piutang negara di bi-
dang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan pengumpulan data dalam
rangka bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai untuk Client Coor-
dinator (CC) MITA/ Client Manager (CM)
AEO;

melaksanakan penyuluhan di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Anggota il; '
melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi di bidang kepabeanan dan cukai se-
bagai Team Leader Inbound:;

menyiapkan bahan kategori | kegiatan
pencegahan di bidang Kepatuhan Internal
Kepabeanan dan Cukai;

melaksanakan pengelclaan kinerja Kat-
egori | sebagai Anggota |;

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori ll sebagai Anggota I:

melaksanakan Pengawasan Kepatuhan




56.
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58.

59.

60.

61.

dan Investigasi Internal Kategori | sebagai
Anggota ll;

melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan Investigasi Internal Kategori il seb-
agai Anggota |,

melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC
sebagai Anggota |;

melakukan  pengembangan  program
sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai dengan kategori program kompleks;
melakukan pengembangan modul pro-
gram sistem informasi layanan kepa-
beanan dan cukai dengan kategori modul
sederhana;

melakukan peremajaan program sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai
dengan kategori kompleks;

melakukan peremajaan modul program

. sistem informasi layanan kepabeanan dan

62.
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68.

69.

70.

71.

cukai dengan kategori modul sederhana;
melakukan penanganan gangguan sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai
kategori ll;

melakukan pengelolaan keamanan pada
sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai kategori |;

melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka pengolahan informasi kepabean-
an dan cukai tingkat wilayah;
melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
heanan dan cukai sebagai Komandan pa-
troli pada Kapal Patroli Kategori II;
melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Wakil Koman-
dan patroli pada Kapal Patroli Kategor [;
melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Perwira pada
Kapal Patroli Kategori II;

melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Awak Kapal
pada Kapal Patroli Kategori |;
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan per-
alatan dan kapal patroli kategori |;
melaksanakan patroli darat di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penyidikan tindak pidana kepa-
beanan dan cukai tingkat wilayah;
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73.
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10.
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12.

13.

14,

15.

melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penelitian tindak pidana kepabean-
an dan cukai tingkat wilayah; dan
melaksanakan penelitian lapangan dalam
rangka pengumpulan informasi di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.

. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka impor dengan tingkat kesulitan
tinggi;

melaksanakan pemeriksaan barang dalam
rangka impor dengan karakteristik barang
pindahan;

melaksanakan evaluasi program mutu
kategori Il;

melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Anggota IlI;
melaksanakan kegiatan persiapan pengu-
jian sebagai Pengawas; ]
melaksanakan pengujian contoh uji inter-
nal sebagai Pengawas Il;

melaksanakan pengujian contoh  uji
eksternal sebagai Pengawas II;
melaksanakan kegiatan manajemen labo-
ratorium sebagai Pengawas;
melaksanakan penyiapan bahan penyusu-
nan Naskah Akademis dalam rangka pe-
rumusan atau perubahan kebijakan kepa-
beanan dan cukai; :
melaksanakan penelitian dokumen ekspor
kategori I;

melaksanakan pengawasan dan/atau
pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-
pat-tempat tertentu kategori fil yang di-
tunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordi-
nator;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk audit khu-
sus dalam rangka keberatan atas peneta-
pan pejabat Bea dan Cukai;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk audit khu-
sus lainnya;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk jenis audit
yang dihentikan pekerjaan lapangannya
(Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
melaksanakan audit kepabeanan dan
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cukai sebagai ketua auditor untuk audit
umum dengan 1 (satu) Program Audit;

16. melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penelitian dokumen ke-
beratan Kategori I;

17. melaksanakan penyiapan bahan analisis

dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori

l; :

"18. melaksanakan penyiapan bahan analisis
«dalam rangka penyusunan Surat Uraian

- Banding dan Surat Tanggapan atas perka-
ra hukum di bidang kepabeanan dan cukai
Kategori |;

19. melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka penyusunan Surat Penjela-
.san Tertulis atas perkara hukum di bidang

- kepabeanan dan cukai Kategori I;
20. melaksanakan penyiapan bahan analisis
" dalam rangka penyusunan Memori PK dan
Kontra Memori PK atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;

21. melaksanakan penyiapan bahan analisis
dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadi-
lan dan PK Kategori [;

22. menyusun perancangan sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai kategori I;

23. melaksanakan penyiapan. bahan dalam
rangka pengolahan informasi kepabeanan
dan cukai tingkat nasional;

24. melaksanakan patroli laut di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Komandan Pa-
troli pada Kapal Patroli Kategori I;

25. melaksanakan patrofi laut di bidang kepa-

" beanan dan cukai sebagai Perwira pada
Kapal Patroli Kategori (;

26. melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penyidikan tindak pidana kepa-
beanan dan cukai tingkat nasional; dan

27. melaksanakan penyiapan bahan dalam
rangka penelitian tindak pidana kepabean-
an dan cukai tingkat nasional. -

(2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai jen-
jang jabatannya, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Per-
tama, meliputi;

1. melaksanakan analisis dan evaluasi atas
penerimaan negara di bidang kepabeanan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

17.

dan cukai;

melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Sertifikasi Authorized Economic
Operator (AEQ);

melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian perizinan Kepabeanan dan Cu-

.kai berupa Nomor |dentitas Kepabeanan

{NIK);
melaksanakan analisis dalam rangka
Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean
{DBNP);
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
bekuan dan pencabutan Sertifikasi Autho-
rized Economic Operator {AEQ);
melaksanakan analisis dalam rangka
penetapan Hubungan Keterkaitan;
melaksanakan analisis dalam rangka
penelitian Laporan Periodik Cukai{LACK);
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian perizinan berupa Nomor Pokaok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
melaksanakan analisis dalam rangka pem-
berian fasilitas- Cukai berupa Pembebasan
Cukai;
melaksanakan analisis dalam rangka Pe-
musnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
melaksanakan analisis dalam rangka
Penetapan Tarif Cukai;
melaksanakan analisis dalam rangka
pengembalian Cukai/Pita Cukai:
melaksanakan analisis dalam rangka
pemberian Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran;
melaksanakan analisis dalam rangka pem-
berian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipun-
gut;
melaksanakan analisis dalam rangka
penelitian Laporan Penerimaan Pajak Ro-
kok;
melaksanakan analisis dalam rangka
Penelitian Dokumen Cukai; -
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasili-
tas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan seb-
agaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasili-
tas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan seb-
agaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasili-
tas Tempat Penimbunan Berikat;
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Fasilitas' Kepabeanan terkait Fasili-
tas Migas dan Panas Bumi;
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasili-
tas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
{BMDTP);

melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
bekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Tempat Penimbu-
nan Berikat; 2
melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
bekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE);

melaksanakan analisis dalam rangka Pem-
berian, Pembekuan dan/ Pencabutan Per-

izinan Kepabeanan dan Cukai berupa No-

mor Induk Perusahaan (NIPER};
melaksanakan analisis dalam rangka
Penerbitan Surat Pemberitahuan Penye-
suaian Jaminan (SPPJ};

melaksanakan analisis dalam rangka
Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan
(STTJ);

melaksanakan analisis dalam rangka
Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemu-
dahan Impor Tujuan Ekspor (KITE};
melaksanakan analisis dalam rangka Eval-
uasi Laporan Periodik terkait pelaksanaan
Fasilitas Kepabeanan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor

30.
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32.

33.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42
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17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Anggota 3
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Pen-
imbunan Berikat sebagai Anggota I;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan
Panas Bumi sebagai Anggota I;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah {BMDTP) sebagai
Anggota |;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan
impor Tujuan Ekspor {KITE) sebagai Ang-
gota |;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
Sertifikasi Authorized Economic Operator
{AEQ) sebagai anggota [;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
Perizinan Kepabeanan terkait Nomor iden-
titas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota I
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Penetapan Hubungan Keterkaitan
sebagai Anggota [;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Laporan Periodik Cukai {LACK) seb-
agai Anggota |;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemberian perizinan berupa Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Anggota |;
melaksanakan monitering dan evaluasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa
Pembebasan Cukai sebagai Anggota |;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena
Cukai sebagai Anggota |;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi
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60.
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atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ang-
gota |;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pengembalian Cukai/Pita Cukai seb-
agai Anggota I;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran sebagai Anggota
I;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa Ti-
dak Dipungut sebagai Anggota |;
melaksanakan validasi terkait Sertifikasi
Authorized Economic Operator (AEO) se-
bagai anggota I;

melaksanakan penyiapan bahan pelaksa-
naan program mutu kategori I;
melaksanakan program mutu kategori |l
melaksanakan Audit Internal sebagai Ang-
gota I;

melaksanakan evaluasi prbgram mutu
kategori lll;

melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Anggota II;
melaksanakan pengendalian rekaman
mutu; .

melaksanakan penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota:
melaksanakan pengujian contoh uji inter-
nal sebagai Penyelia Analis |-
melaksanakan pengujian contoh uji
eksternal sebagai Penyelia Analis I;
melaksanakan pengawasan dan/atau
pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-
pat-tempat tertentu kategori l yang di-
tunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koor-

dinator;

melaksanakan analisis perencanaan pene-
litian ulang tingkat sederhana:
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai Auditor untuk audit yang ber-
skala nasional;

melaksanakan audit kepabeanan dan
cukai sebagai ketua auditor untuk audit
umum dengan 1 {(satu) program audit:
melaksanakan audit kepabeanan dan
cukai sebagai ketua auditor untuk audit
umum dengan 2 (dua) program audit;

61.

62.

63.
64.
65.
66.
'67.
68.
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70.
71.
72.
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74.

75.

76.
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melaksanakan audit kepabeanan dan
cukai sebagai ketua auditor untuk audit
umum dengan 3 (tiga) program audit atau
lebih;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk audit khu-
sus dalam rangka keberatan atas peneta-
pan Pejabat Bea dan Cukai;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk audit khu-
sus lainnya;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk audit in-
vestigasi;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai ketua auditor untuk jenis audit
vang dihentikan pekerjaan lapangannya
(Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
melaksanakan perencanaan audit kepa-
beanan dan cukai Tingkat Sederhana;
melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai
verifikator;

melaksanakan analisis dalam rangka
penelitian dokumen keberatan Kategori II;
melaksanakan aralisis dalam rangka Eval-
uasi Keberatan;

melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyusunan Surat Uraian Banding dan Surat
Tanggapan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai Kategori Ii;
melaksanakan analisis dalam rangka pe-

.hyusunan Memori PK dan Kontra Memori

PK;

melaksanakan analisis dalam ‘rangka pe-
nyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan analisis dalam rangka Eval-
uasi Putusan Pengadilan dan PK;
melaksanakan kegiatan sidang di penga-
dilan atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Anggota i;
melaksanakan analisis dalam rangka Me-
diasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyusunan replik/duplik atas perkara hu-




7.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

kum di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyiapan bukti yang akan diajukan ke pen-
gadilan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai;

melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyusunan Kesimpulan perkara atas perka-
ra hukum di bidang kepabeanan dan cu-
kai;

melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyusunan Legal Opini atas perkara hukum
di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan analisis dalam rangka Ka-
jian Hukum perkara di bidang kepabeanan
dan cukai;

melaksanakan kegiatan bantuan hukum di
Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama
{KPU) atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai; '
melaksanakan dalam rangka
penelitian dokumen keberatan Kategori |;
melaksanakan analisis dalam rangka pe-
nyusunan Surat Uraian Banding dan Surat
Tanggapan atas perkara hukum di bidang
kepabeénan dan cukai Kategori |;
melakukan analisis dalam rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan
kepatuhan di bidang kepabeanan dan cu-
kai; .

melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai melalui media tat-
ap muka sebagai Client Coordinator (CC)

analisis

Umum;

melaksanakan kegiatan Pelayanan Infor-
masi di bidang kepabeanan dan cukai se-
bagai Assessor;

melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi di bidang kepabeanan dan cukai se-
bagai Team Leader Email, Outbond, and
Social Media (EOS);

melakukan analisis kegiatan pencegahan
di bidang Kepatuhan Internal kepabeanan
dan cukai;

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori | sebagai Ketua Tim;

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori Il sebagai Ketua Tim;

91,
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94.

95.

96.

a7,

98.

9.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan Investigasi Internal Kategori | seb-
agai Anggota |;

melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan Investigasi Internal Kategori Il seb-
agai Ketua Tim;
melaksanakan  Penjaminan
DJBC sebagai Ketua Tim;
analisis

Kualitas
melaksanakan pengelolaan
sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai;

menyusun perancangan sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai kategori
Il;

melakukan pengembangan modul pro-
gram sistem informasi layanan kepa-
beanan dan cukai dengan kategori modul
kompleks;

melakukan peremajaan modul program
sistem informasi layanan kepabeanan

dan cukai dengan kategori modul kom- |

pleks;

merancang skenario pengujian sistem in-
formasi layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan Investigasi gangguan sistem
informasi layanan kepabeanan dan cu-
kai;

melakukan pengelolaan keamanan pada
sistemn informasi layanan kepabeanén
dan cukai kategori II;

melakukan pengelolaan basis data kepa- -

beanan dan cukai kategori Il;

melakukan pengelolaan Kualitas data
kepabeanan dan cukai;

melakukan pengelolaan akses sistem in-
formasi layanan kepabeanan dan cukai;
melakukan pengelolaan penyajian data
kepabeanan dan cukai Kategori |i;
melaksanakan pengolahan informasi
kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
melaksanakan Analyzing Point kepa-
beanan dan cukai;

melaksanakan operasi pelacakan (K-9)
sebagai Head Trainer;

melaksanakan penelitian tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat lokal sam-




110.

111.

pai dengan penyerahan berkas perkara
ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian
penyidikan (SP-3);

melaksanakan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat lokal
setelah penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas
dinyatakan lengkap (P-21) atau pengh-
entian penyidikan (SP-3):

melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli
atas permasalahan di bidang kepabean-

- an dan cukai;

112.

113.

114,

melaksanakan gelar perkara atas dugaan
tindak pidana kepabeanan dan cukai se-
bagai penyidik;

Membantu melaksanakan audit kepa-
beanan dan cukai; dan

melaksanakan analisis dalam rangka
pemberian Kemudahan Cukai berupa
Pembayaran Berkala.

. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,

meliputi:

1.

melaksanakan telaah atas hasil anali-
sis dalam rangka Pemberian Fasilitas

Kepabeanan terkait Fasilitas -Pasal 25

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan;

melaksanakan telaah atas hasil anali-
sis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Terﬁpat Penim-
bunan Berikat;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Migas dan Panas
Bumi;
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5,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Bea Masuk Di-
tanggung Pemerintah (BMDTP);
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pembekuan dan Pencabu- |
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat:
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pembekuan dan Pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pemberian, Pembekuan,
dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa Nomor Induk Perusa-
haan (NIPER):

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Penerbitan Surat Pemberi- _
tahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ):
melaksanakan telaah atas hasil anali-
sis dalam rangka Penerbitan Fasilitas
Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE);

melaksanakan telaah atas analisis dalam
rangka Pemberian Sertifikasi Authorized
Ecenomic Operator (AEQ);

melaksanakan telaah atas analisis dalam
rangka Pemberian perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepa-
beanan (NIK);

melaksanakan telaah atas analisis dalam
rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pa-
bean (DBNP};

melaksanakan telaah atas analisis dalam
rangka Pembekuan dan pencabutan Sertj-
fikasi Authorized Economic Operator
(AEQ);

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penelitian Laporan Periodik
Cukai {LACK);

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka perizinan berupa Nomor |
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
{NPPBKC);

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Kemudahan Cukai berupa
Pembayaran Berkala;
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melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka fasilitas Cukai berupa Pem-
bebasan Cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Ba-
rang Kena-Cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka pengembalian Cukai/Pita
Cukai; ‘
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran;

melaksanakan telaah atas hasil analisis

dalam rangka pemberian fasilitas Cukai

berupa Tidak Dipungut Cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penelitian Laporan Peneri-
maan Pajak Rokok;

melaksanakan telaah atas hasil. analisis
dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
melaksanakan telaah atas permasalahan
kepabeanan dan cukai;

melaksanakan penguijian kompetensi Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai sebagai Assessor untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli

* Pertama/Pertama, atau jabatan yang set-

ingkat; )

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan-
gUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan di KPPBC;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1895 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan-
gUndang Nomar 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan di KPPBC;

30.

31.
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41.
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melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Tempat Penimbu-
nan Berikat di KPPBC;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pembekuan dan Pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Penerbitan Surat Tanda
Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penerbitan perizinan berupa NPPBKC
di KPPBC;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas pemberian Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran di KPPBC;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa Ti-
dak Dipungut di KPPBC;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Namor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Pen-
imbunan Berikat sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan
Panas Bumi sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas BMDTP seb-
agai Ketua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor {(KITE)} sebagai Ket-
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ua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
Sertifikasi Authorized Economic Operator
(AEO) sebagai ketua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
Perizinan Kepabeanan terkait Nomor |den-
titas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;
meilaksanakan validasi terkait Sertifikasi
Authorized Economic Operator (AEQ) se-
bagai ketua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Penetapan Hubungan Keterkaitan
sebagai Ketua;

melaksanakan monitoring dan evaiuasi
atas Laporan Periodik Cukai (LACK) seb-
agai Ketua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemberian perizinan Kepabeanan
berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa
Pembebasan Cukai sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena
Cukai sebagai Ketua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ket-
ua;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pengembalian Cukai/Pita Cukai seb-
agai Ketua; ]
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian Kemudahan Cukai berupa
Penundaan Pembayaran sebagai Ketua;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pemberian fasilitas Cukai berupa Ti-
dak Dipungut sebagai Ketua;
melaksanakan penyusunan program mutu
kategori | sebagai Anggota;
melaksanakan penyusunan program mutu
kategori Il sebagai Anggota;
melaksanakan penyusunan program mutu
kategori Il sebagai Anggota;
melaksanakan program mutu kategoari |;
melaksanakan Audit Internal sebagai Ket-
ua;

melaksanakan evaluasi program mutu

61.
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kategori | sebagai Anggota:
. melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Anggota I;

melaksanakan evaluasi
rekaman mutu;
melaksanakan penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
melaksanakan pengujian contoh uji inter-
nal sebagai Pengawas |;

melaksanakan pengujian contoh  uiji
eksternal sebagai Pengawas [;
melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Merah;

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Merah dengan menerbitkan risalah
penelitian dan penetapan;

melaksanakan penelitian dockumen impor
Jalur Merah dengan menerbitkan Surat
Penetapan Barang Larangan Pembatasan
{SPBL);

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Kuning;

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah
penelitian dan penetapan;

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat
Penetapan Barang Larangan Pembatasan
(SPBL);

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Hijau;

melaksanakan penelitian dokumen impor
Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah
penelitian dan penetapan;

melaksanakan penelitian dokumen fasili-
tas kepabeanan Jalur Merah;

melaksanakan penelitian dokumen fasili-

tas kepabeanan Jalur Hijau;
melaksanakan pengawasan dan/atau
pelayanan kepabeanan dan cukai di tem-
pat-tempat tertentu kategori | yang ditun-
juk oleh Kepala Kantor sebagai Koordina-
tor;

melaksanakan analisis perencanaan pene-
litian ulang tingkat menengah;
melaksanakan penelitian ulang;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai Ketua Auditor untuk audit

pengendalian
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80.

81.

82.

83.

84.

85,

B6.

87.

88.

B9.

90.

91.

92.

yang berskala nasional;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
audit umum dengan 1 (satu} program au-
dit;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
audit umum dengan 2.{dua} program au-
dit; )
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
audit umum dengan 3 (tiga) program au-
dit atau lebih;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit un-
tuk audit khusu$ dalam rangka keberatan
atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
audit khusus lainnya;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
audit investigasi;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali teknis audit untuk
jenis audit yang dihentikan pekerjaan la-
pangannya (Berita Acara Penghentian Au-
dit/BAPA);

melaksanakan perencanaan audit kepa-
beanan dan cukai Tingkat Menengah;
melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai

-evaluator;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penelitian dokumen ‘ke-
beratan;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Evaluasi Keberatan;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Surat Uraian
Banding dan Surat Tanggapan atas perka-
ra hukum di bidang kepabeanan dan cu-
kai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Memori PK dan
Kontra Memori PK atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Surat Penjela-

93.

94.

95..

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105
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san Tertulis atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadi-
lan dan PK;

melaksanakan kegiatan sidang di penga-
dilan atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Supervisor;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawa-
ban Gugatan atas perkara hukum di bi-
dang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Replik/duplik
atas perkara hukum di bidang kepabean-
an dan cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyiapan bukti yang akan
.diajukan ke pengadilan atas perkara hu-
kum di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Kesimpulan
perkara atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan‘cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka penyusunan Legal Opini
atas perkaré hukum di bidang kepabean-
an dan cukai;

melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka Kajian Hukum perkara di
bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan kegiatan bantuan hukum
di Kantor Pusat atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka evaluasi kegiatan layanan
informasi dan bimbingan kepatuhan di
bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka evaluasi kegiatan layanan
informasi dan bimbingan kepatuhan di
bidang kepabeanan dan cukai di KPPBC;
melaksanakan kegiatan pelayanan infor-
masi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai melalui media tat-
ap muka sebagai Client Coordinater (CC)
MITA/Client Manager (CM) AEQ;
_melaksanakan penyuluhan di bidang

3
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bagai penyidik.

I; c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya,
melakukan telaah atas kegiatan pence- meliputi:

gahan di bidang Kepatuhan Internal 1.

Kepabeanan dan Cukai:

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori | sebagai Supervisor:
melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori Il sebagai Penanggung jawab;
melaksanakan pengawasan kepatuhan
dan investigasi internal kategori | seb-
agai Ketua;

melaksanakan pengawasan kepatuhan

dan investigasi internal kategori Il seb- 2,

agai Pengendali;

- melaksanakan  Penjaminan  Kualitas

DJBC sebagai Supervisor;

. melakukan pengembangan sistem infor-

masi layanan kepabeanan dan cukai seb-
agai project manager;

melakukan pengelolaan Standarisasi
data kepabeanan dan cukai;

melakukan verifikasi rancangan sistern
informasi {ayanan kepabeanan dan cu- | 3.
kai;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas model/kriteria analisis pengolahan
informasi tingkat nasional;

melaksanakan pengolahan informasi 4.

kepabeanan dan cukai tingkat wilayah:
melaksanakan penelitian tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
melaksanakan penyidikan tindak pidana

kepabeanan dan cukai tingkat wilayah 5.

sampai dengan penyerahan berkas
perkara ke Kejaksaan (P-18) atau pengh-
entian penyidikan (SP-3): .

melaksanakan penyidikan tindak pidana

kepabeanan dan cukai tingkat wilayah 6.

setelah penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas
dinyatakan lengkap (P-21) atau pengh-
entian penyidikan (SP-3):

melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli

atas permasalahan di bidang kepabean- 7.

an dan cukai; dan
melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan
tindak pidana kepabeanan dan cukai se-
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meilaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan-
gUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama,
Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undan-
gUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama,
Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Tempat Penimbu-
nan Berikat di Kantor Pelayanan Utama,
Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas Migas dan Panas
Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor
Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepa-
beanan terkait Fasilitas BMDTP di Kantor
Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan
Kantor Pusat;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pembekuan dan Pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat di Kantor
Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan
Kantor Pusat;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pembekuan dan Pencabu-
tan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

di Kantor Pelayanan Utama, Kantor
Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemberian, Pembekuan
dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa Nomor Induk Perusa-
haan (NIPER} di Kantor Pelayanan Utama,
Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Penerbitan Surat Pemberi-
tahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
melaksanakan pembahasan dalam rangka
perjanjian kerja sama perdagangan dan
kepabeanan cukai internasional sebagal
anggota; i
melaksanakan penyusunan rekomen-
dasi dalam rangka Penerbitan Fasilitas
Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE);

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka penelitian Laporan Periodik
Cukai (LACKY};

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka pemberian fasilitas Cu-
kai berupa Pembebasan Cukai di Kantor
Wilayah dan Kantor Pusat;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Ba-
rang Kena Cukai;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas pengembalian Cukai/Pita Cukai;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka penelitian Laporan Peneri-
maan Pajak Rokok;

melaksanakan kegiatan penyusunan reko-
mendasi dalam rangka Pemberian Sertifi-
kasi Authorized Economic Operator(AEQ);
melaksanakan kegiatan penyusunan reko-
mendasi dalam rangka Pemberian periz-
inan Kepabeanan dan Cukai berupa No-
mor Identitas Kepabeanan (NIK);
melaksanakan kegiatan penyusunan reko-
mendasi dalam rangka Pemutakhiran Data
Base Nilai Pabean (DBNP);

melaksanakan kegiatan penyusunan reko-
mendasi dalam rangka Pembekuan dan

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

36.
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pencabutan Sertifikasi Authorized Eco-
nomic Operator (AEO);

. melaksanakan penyusunan program mutu

kategori | sebagai Ketua;
melaksanakan penyusunan program mutu

‘kategori Il sebagai Ketua;

melaksanakan penylisunan program mutu
kategori |ll sebagai Ketua;

melaksanakan evaluasi program mutu
kategori | sebagai Ketua;

melaksanakan kegiatan penyiapan doku-
men mutu sebagai Ketua;

melaksanakan program
penelitian barang di bidang kepabeanan
dan cukai;

melaksanakan evaluasi program peneli-
tian barang di bidang kepabeanan dan cu-
kai;

melaksanakan penyusunan Naskah Aka-
demis dalam rangka perumusan atau pe-
rubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;
melaksanakan penyusunan Naskah Aka-
demis dalam rangka perumusan atau pe-
rubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
secara mandiri;

melaksanakan pengujian kompetensi Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai sebagai Assessor untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli
Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, atau
jabatan yang setingkat;

melaksanakan analisis perencanaan pene-
litian ulang tingkat tinggi;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai Pengendali Teknis Audit un-
tuk audit yang berskala nasional;
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk
audit umum dengan 1 (satu} program au-
dit;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk

penyusunan

audit umum dengan 2 {dua) program au-
dit;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai.pengendali mutu audit untuk
audit umum dengan 3 (tiga) program au-

39
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38.
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

515

52.

dit atau lebih;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk
audit khusus dalam rangka keberatan atas
penetapan Pejabat Bea dan Cukai:
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk
audit khusus lainnya;

melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk
audit investigasi; :
melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai pengendali mutu audit untuk
jenis audit yang dihentikan pekerjaan la-
pangannya (Berita Acara Penghentian Au-
dit/BAPA):

melaksanakan perencanaan audit kepa-
beanan dan cukai Tingkat Tinggi;
melaksanakan Quality Assurance proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
audit sebagai Anggota;

melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai
eksaminator;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penelitian dokumen keberatan;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas Evaluasi Keberatan;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penyusunan Surat Uraian Banding
dan Surat Tanggapan atas perkara hukum
di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penyusunan Memori PK dan Kontra
Memori PK atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai:

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penyusunan Surat Penjelasan Ter-
tulis atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
melaksanakan kegiatan sidang di penga-
dilan atas perkara hukum di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Koordinator;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas Strategi Penanganan Perkara Hukum
di bidang kepabeanan dan cukai:
melaksanakan penyusunan rekomendasi

53.
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58.

598

60.
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63.
64.

65.

66.
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atas mediasi, gugatan/jawaban gugatan,
replik/duplik, bukti, 'kesimpulan atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
atas penyusunan Legal Opini atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
melaksanakan penyusunan rekomenda-
si atas Kajian Hukum perkara di bidang
kepabeanan dan cukai;

melaksanakan penyusunan rekomendasi
dalam rangka evaluasi kegiatan layanan |
informasi dan bimbingan kepatuhan di
bidang kepabeanan dan cukai di Kantor
Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan
Kantor Pusat;

melaksanakan penyuluhan di bidang kepa-
beanan dan cukai sebagai Ketua;
melakukan penyusunan rekomendasi ke- |
bijakan atas kegiatan pencegahan di bi-
dang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan
Cukai;

melaksanakan pengelolaan kinerja Kat-
egori | sebagai Penanggung jawab;
melaksanakan Pengawasan Kepatuhan
dan Investigasi Internal Kategori | sebagai
Pengendali;

melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC
sebagai Penanggung jawab;
melaksanakan penyusunan rekomendasi
pengelolaan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai:

melaksanakan penyusunan rekomendasi
tema targeting analisis kepabeanan dan
cukai;

melaksanakan  pengolahan  informasi
kepabeanan dan cukai tingkat nasional:
melaksanakan penelitian tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat nasional:
melaksanakan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat nasional
sampai dengan penyerahan berkas perka-
ra ke Kejaksaan {P-18) atau penghentian
penyidikan (SP-3):

melaksanakan penyidikan tindak pidana
kepabeanan dan cukai tingkat nasional
setelah penyerahan berkas perkara ke Ke-
jaksaan (P-18) sampai dengan berkas din-
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{3

(4)

yatakan lengkap (P-21} atau penghentian
penyidikan (SP-3};

67. melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli
atas permasalahan di bidang kepabeanan
dan cukai; dan

68. melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan
tindak pidana kepabeanan dan cukai seb-
agai penyidik.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama,
meliputi:

1. melaksanakan Quality Assurance proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
audit sebagai Ketua;

2. melaksanakan pembahasan dalam rangka
perjanjian kerja sama perdagangan dan
kepabeanan cukai internasional sebagai
ketua;

3. Melaksanakan pengujian kompetensi Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai sebagai Assessor untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori keterampilan, kat-
egori keahfian, atau jabatan yang seting-
kat;

4. melaksanakan penyusunan Naskah Aka-
demis dalam rangka perumusan atau pe-
rubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
dalam Bentuk Tim sebagai Ketua;

5. melaksanakan penyusunan rekomendasi -

dalam rangka perumusan atau perubahan
kebijakan kepabeanan dan cukai dalam
bentuk Naskah Akademis;

6. melaksanakan audit kepabeanan dan cu-
kai sebagai Pengawas Mutu Audit (PMA}
untuk audit yang berskala nasional;

7. melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli
atas permasalahan di bidang kepabeanan
dan cukai; dan

B. melaksanakan gelar perkara atas dugaan
tindak pidana kepabeanan dan cukai seb-
aQai penyidik.

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan
yang melaksanakan kegiatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori. keahiian yang
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan nilai angka kredit se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pemeriksa Bea dan Cukai kategdri keterampilan
dan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian
yang melaksanakan kegiatan pengembangan prd—
fesi dan unsur penunjang diberikan nilai angka
kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2) untuk setiap jenjang
jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Hasil Kerja
Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi pejabat fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan
sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pemula/Pemula, me-

liputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

2. Laporan Analisis;
3. Berita Acara;
4. Laporan Perekaman;
5. Laporan Pengujian; dan
6. Laporan. '
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil,
meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

2. Surat Keputusan/Penalakan;

3. Nomor Induk Perusahaan (NIPER}/Surat
Penolakan;

4. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jami-
nan {SPPJ)/ Surat Penolakan;

5. Sertifikat/ Surat Penolakan;

6. Nomor Jdentitas Kepabeanan [NIK}/ Surat
Penolakan;

7. Laporan;

8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC)/ Surat Penolakan;

9. Laporan/ Berita Acara;

10. Laporan Analisis;

11. Berita Acara;

12. Dokurnen Mutu;
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13. Laporan Hasil Audit {LHA);
14. Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
15. Laporan Hasil Audit;
16. Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tang-
gapan;
17. Surat Penjelasan Tertulis;
18. Memori PK/ Kontra Memori PK:
19. Surat Tagihan;
20. Laporan Bahan Analisis;
21. Source code;
22. Buku petunjuk operasional;
23. Laporan atau Surat Jawaban:
24. Dokumentasi;
25. Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
26. P-18/SP-3;
27. P-21/8P-3; dan
28. Laporan Penelitian.
¢. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/
Mabhir, meliputi; -
Laporan Hasil Pemeriksaan;
Laporan Monitoring dan Evaluasi:
Laporan;
Dokumen Mutu; 2
Telaahan/Kajian;
Dokumen Ekspor;
Dokumen Cukai;
Pemberitahuan Impor Barang Khusus
{PIBK);
9. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos
(PPKP);
10. Customs Declaration;
11. Laporan Analisis;
12, Laporan Hasil Audit (LHA):
13. Surat Keputusan/ Penolakan:

G2l SNIED SO ) g B

14. Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tang-

gapan;
156. Surat Penjelasan Tertulis:
16. Memori PK/ Kontra Memori PK:
17. Laporan/Berita Acara/Surat Tagihan;
18. Berita Acara;
19. Source code;
20. Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
21. P-18/SP-3;
22. P-21/SP-3; dan
23. Laporan Penelitian.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Laporan;

3. Dokumen Mutu;

4. Dokumen ekspor;

5. Laporan Hasil Audit (LHA});

6. Surat Keputusan/Penolakan;

7. Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tang-

gapan;

8. Surat Penjelasan Tertulis;

9. Memori PK/ Kontra Memori PK;

10. Dokumen rancangan;

11. Lembar Kerja Analisis Intelijen/ LKAI:

12. P-18/SP-3;

13. P-21/SP-3; dan

14. Laporan Penelitian.
Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai

jenjang jabatan,sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Per-

tama, meliputi:

1. Laporan analisis;

2. Sertifikat/Surat Penolakan;

3. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat
Penolakan; 3

4. Surat Keputusan/Penolakan;

5. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;

6. Laporan/Berita Acara; :

7. Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat
Penolakan;

8. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jami-
nan {SPPJ}/Surat Penolakan;

9. Laporan Monitoring dan Evaluasi;

10. Laporan Validasi;

11. Laporan;

12. Laporan Evaluasi;

13. Dokumen Mutu:

14. Laporan Hasil Uji;

15. Laporan Hasil Audit (LHA);

16. Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tang-
gapan;

17. Memori PK/Kontra Memori PK:

18. Surat Penjelasan Tertulis;

19. Laporan sidang;

20. Laporan/Surat;

21. Replik/Duplik;

22, Bukti Perkara;

23. Legal Opini/Laporan:

24. Kajian Hukum/Laporan;

25. Laporan Hasil Analisis:
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26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,

Dokumen rancangan;

Source code;

Dokumen skenario pengujian;
Lemnbar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
Laporan Penelitian;

P-18/SP-3; dan

P-21/SP-3.

meliputi:

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22,
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
37.

Surat Keputusan/Penolakan;

Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat
Penolakan;

Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jami-
nan (SPPJ)/Surat Penolakan;

Surat Tanda Terima Jaminan(STTJ};
Sertifikat/Surat Penolakan;

Nomor Ildentitas Kepabeanan (NIK)/Surat
Penolakan;

Laparan;

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC}/Surat Penolakan;

Berita Acara;

Telaahan/Kajian;

Laporan Monitoring dan Evaluasi;
Laporan Validasi;

Program Mutu;

Laporan Evaluasi;

Dokumen Mutu;

Laporan Hasil Uji;

Dokumen imf)or;

Risalah/Lembar Penelitian dan Penetapan
Tarif {LPPT)/Lembar Penelitian dan Pene-
tapan Nilai. Pabean (LPPNP);

Surat Penetapan Barang Larangan dan
Pembatasan;

Nota Hasil Penelitian Ulang;

Laporan Hasil Audit (LHA);

Laporan Analisis;

Surat Uraian Banding {SUB)/Surat Tang-
gapan;

Memori PK/ Kontra Memori PK;

Surat Penjelasan Tertulis;

Laporan/Surat;

Replik/Duplik;

Bukti Perkara;

Legal Opini/Laporan;

Kajian Hukum/Laporan;

Rekomendasi;

32r
33.
34.
35.
36.
37.

Laporan Telaahan;

Surat/Nota Dinas;

Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAD;
Laporan Penelitian;

P-18/SP-3; dan

P-21/SP-3.

c. Pemeriksa Bea dan Cukai/Ahli Madya, meli-
puti:

1.
2,

Nooa sk

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

Surat Keputusan/Penolakan;

Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat
Penolakan;

Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jami-
nan (SPPJ)/Surat Penolakan;

Laporan; ‘

Berita Acara;

Sertifikat/Surat Penolakan;

Namor Identitas Kepabeanan (NIK}/Surat
Penolakan;

Program Mutu;

Laparan Evaluasi;

Dokumen Mutu;

Program Penelitian;

Naskah Akademis;

Laporan Hasil Audit (LHA);

Laporan analisis;

Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
Memori PK/ Kontra Memori PK;

Surat Penjelasan Tertulis;

Legal Opini/Laporan;

Kajian Hukum/Laporan;

Surat/Nota Dinas;

Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
Laporan Penelitian;

P-18/SP-3; dan

P-21/5P-3.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama,
meliputi:

1.
2.
3.

4.

Laporan;

Naskah Akademis;

Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
dan

Laporan Hasil Audit.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat
Pemeriksa Bea dan Cukai yang sesuai dengan jen-
jang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1} atau ayat

Hispinwes Nevwey BYSEIH-2 3GET
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(2), maka Pemeriksa Bea dan Cukaj yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut ber-
dasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.
Pasal 10 5

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan seb-
agai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tu-
gas Pemeriksa Bea dan Cukai yang berada satu
tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang di-
peroleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan
tugas Pemeriksa Bed dan Cukai satu tingkat di
bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% {seratus persen) dari
angka kredit setiap butir kegiatan tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang merupak-
an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yaitu
pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan
dan kategari keahlian dapat dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain: dan
C. penyesuaian/inpassing.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama
Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi per-
syaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)} atau yang sederajat dan
paling tinggi Diploma Il (D-1I}) di bidang kepa-
beanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina:

e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatinan
(diklat) fungsional di bidang kepabeanan dan
cukai; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

{2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai kategori keahlian melalui pen-
gangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana {S1)/Diploma
IV {DIV) di bidang kepabeanan dan cukai atau
kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan
oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang |
kepabeanan dan cukai; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 {satu) tahun terakhir.

{3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengang-
katan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.

(4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua)
tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional
di bidang kepabeanan dan cukai.

(6) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fung-
sional di bidang kepabeanan dan cukai seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1
(satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai:

Bagian Ketiga
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(1

(2)

(3)

(4)

Perpindahan dari Jabatan Lain
Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-

iksa Bea dan Cukai melalui perpindahan dari ja-

batan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: '

a. memenuhi persyaratan pengangkatan per-
tama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dan ayat (2) kecuali huruf f;

b. memiliki pengalaman di bidang kepabeanan
dan cukai paling singkat 2 (dua) tahun;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua)} tahun terakhir;

d. berusia paling tinggi:

1. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelak-
sana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan
Cukai Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea
dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mabhir, dan
Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;

2. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Per-
tama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan
Cukai Muda/Ahli Muda;

3. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
Madya/Ahli Madya; dan

4. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Uta-
ma/Ahli Utama.

e. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pem-
bina.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jen-
jang jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pan-
gkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur

penunjang.

Pasal 15

(nm

(2)

(1)

(2)

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan

yang memperoieh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemer-

iksa Bea dan Cukai kategori keahlian, dengan
syarat sebagai berikut:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tu-
gas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai;

b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional yang ditentukan untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keahlian; dan

c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang
ditentukan.

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan

yang akan diangkat menjadi Pemeriksa Bea dan

Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah

Sarjana {S1)/Diploma IV (DIV}, ditambah sebesar

65% (enam puluh lima persen) angka kredit ku-

mulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengem-

bangan profesi dengan tidak memperhitungkan
angka kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Penyesuaian {Inpassing)
Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-

iksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui

penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf ¢, harus memenuhi per-
syaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan
paling tinggi Diploma 11l (D-11) di bidang Kepa-
beanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensl;

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pem-
bina.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-

iksa Bea dan Cukai kategori keahlian melalui

penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud




(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

dalam Pasal 12 huruf ¢, harus memenuhi syarat

sebagai berikut: .

a. berstatus PNS:

b. memiliki integritas dan moralitas yvang baik;

€. sehat jasmani dan rohani:

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
IV (DIV} Kepabeanan dan Cukai atau kualifi-
kasi pendidikan lain yang ditentukan oleh In-
stansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi:

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pem-
bina.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mempertimbangkan kebutu-
han untuk jenjang jabatan fungsional yang akan
diduduki.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan apabila PNS
vyang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
ini, telah dan masih melaksanakan tugas pemer-
tksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, penyidikan tin-
dak pidana, peiayanan informasi, kepatuhan in-
ternal, dan pengelolaan informasi di bidang kepa-
beanan dan cukai berdasarkan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/in-
passing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai, sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran VIl untuk kategori keterampilan dan Lam-
piran IX untuk kategori keahlian yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menter;i
ini.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIl dan Lampiran I1X yang meru-

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini hanya berlaku 1 (satu) kali selama

masa penyesuaian/inpassing.

BAB VII
KOMPETENSI
Pasal 17
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukai harus memenuhi standar kom-
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(2}

(3)

petensi sesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Pameriksa Bea dan Cukal meliputi:
a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial-kultural.

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan
dan pelaksanaan uji- kompetensi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Instansi Pembina.

‘BAB VIl

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

(1)

(2)

(1}

(2)

(3}

(4)

(n

(2)

Pasal 18

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai wajib dilantik dan
diambil sumpah/janji menurut agama atau keper-
cayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sumpah/janiji sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

BAB X
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19
Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Bea dan Cu-
kai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ber-
jalan,
SKP Pemeriksa Bea dan Cukai disusun berdasar-
kan penetapan kinerja unit kerja yang bersangku-
tan. ‘
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diam-
bil dari butir kegiatan yang merupakan turunan
dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan
kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi
untuk masing-masing jenjang jabatan.
SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh
atasan langsung.

Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai bertujuan untuk menjamin objekti-
vitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi
Qan sistem karir.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dilakukan berdasarkan perenca-
naan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit
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{3}

{(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil,dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS. ,

Peniiaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan
pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 21

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian ang-
ka kredit setiap tahun.

Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan se-
bagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat
atau kenaikan jabatan.

Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan
pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

Pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kate-

gori keterampilan setiap tahun wajib mengumpul-

kan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,

pengembangan’ profesi, dan unsur penunjang

dengan jumlah angka kredit paling kurang:

a. 3,75 {tiga koma tujuh lima) untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;

b. 5 (lima) untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelak-
sana/Terampil;

¢. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan

d. 25 (dua puluh lima} untuk Pemeriksa Bea dan
Cukai Penvyelia.

Pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kat-

egori Keahlian setiap tahun wajib mengumpul-

kan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,

pengembangan profesi, dan unsur penunjang

dengan jumlah angka kredit paling kurang:

a. 12,5 (dua belas koma lima} untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;

b. 25 {dua puluh lima} untuk Pemeriksa Bea dan
Cukai Muda/Ahli Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya;

(3}

(4)

(5)

(1

{2)

dan
d. B0 (lima puluh) untuk Pemeriksa Bea dan Cu-
kai Utama/Ahli Utama.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea
dan Cukai Penyelia yang memiliki pangkat ter-
tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa
Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama yang memi-
liki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang
didudukinya.
Jumilah angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam pe-
nilaian SKP.

Pasal 23

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus di-

penuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat

Pemeriksa Bea dan Cukai, untuk:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan’
SLTA atau setara SLTA, atau Diploma | ter-
cantum dalam Lampiran Ill yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini;

b. Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan
Diploma Il tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini;

¢. Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan
Sarjana {S1) atau Diploma IV (D-IV) tercan-
tum dalam Lampiran V yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

d. Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan
Magister (S2) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

e. Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan
Doktor (83) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai

Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:

a., paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
angka kredit berasal dari unsur utama, tidak
termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
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(2)

(4)

(5)

(1)

b. paling banyak 20% (dua puluh persen} angka
kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pan-
gkat Penata Tingkat |, golongan ruang lll/d yang
akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat
lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai

Madya/Ahli Madya, pangkat pembina, golongan

ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6
{enam) angka kredit yang berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan
naik pangkat menjadi Pembina Tingkat |, golon-
gan ruang 1V/b wajib mengumpulkan sebanyak 8
(delapan) angka kredit yang berasal dari sub un-
sur pengembangan profesi. '
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat |i, golongan ruang IV/b
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama
Muda, golengan ruang V/c wajib mengumpulkan
sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang ber-
asal dari sub unsur pengembangan profesi.
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat
setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan
Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Uta-
ma Madya, golongan ruang 1V/d wajib mengum-
pulkan sebanyak 14 (empat belas) angka kredit
yang berasal dari sub unsur pengembangan pro-
fesi

Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama,
pangkat pangkat Pembina Utama Madya, golon-
gan ruang IV/d yang akan naik pangkat men-
jadi Pembina Utama, golongan ruang 1V/e wajib
mengumpulkan sebanyak 16 (enam belas) angka
kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan
profesi.

Pasal 25
Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki angka
kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan un-
tuk kenaikan.jabatan dan/atau pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat berikutnya.

(2)

(1)

{2)

Pemeriksa Bea dan Cukai yang pada tahun per-
tama telah memenuhi atau melebihi angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/
atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang
didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya
diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20%
{dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26
Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama yang
menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, se-
tiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima)
angka kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan
cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perun-

" dang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelay-

anan informasi, kepatuhan internal, dan pengelo-
laan informasi di bidang kepabeanan dan cukai,
serta pengembangan profesi.

Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia yang men-
duduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib men-
gumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka
kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan
informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan
informasi di bidaﬁg kepabeanan dan cukai, serta !
pengembangan profesi. '

Pasal 27

Pemeriksa Bea dan Cukai yang secara bersama-

sama membuat Karya Tulis/Karya llmiah di bi-

dang kepabeanan dan cukai, diberikan angka
kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a, apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian angka kredit yaitu 60% (enam pu-
luh persen) bagi penulis utama dan 40% {em-
pat puluh persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kredit yaitu 50% (lima pu-
luh persen) bagi penulis utama dan masing-
masing 25% {dua puluh lima persen) bagi
penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 {empat) orang penu-
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{2)

()

(2)

(3)

(4)

lis maka pembagian angka kredit yaitu 40%
(empat puluh persen) bagi penulis utama dan
masing-masing 20% (dua puluh persen} bagi
penulis pembantu.
Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDlT
Pasal 28
Untuk mendukung objektivitas dalam penifaian
kinerja, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai mendokumentasikan hasil kerja yang di-
peroleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan se-
tiap tahunnya.
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka
kredit, setjap pejabat fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai wajib mencatat, menginventarisasi se-
juruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan
Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit (DUPAK).
DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang
ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri
bukti fisik.
Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan
sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kin-
erja pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

BAB XI

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT

PENETAP ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI
Bagian Kesatu
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit
Pasal 29
Usul penetapan angka' kredit Pemeriksa Bea

dan Cukai diajukan oleh:

a.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke-
pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk ang-
ka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli
Madya dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli
Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan.

Pejabat Administrator yang membidangi kepega-
waian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Kepabeanan dan Cukai kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai un-
tuk angka kredit:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan
Cukai Penyelia; dan

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta-
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda; di lingkungan kantor pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kement-
erian Keuangan.

Pejabat Administrator yang membidangi kepega-

waian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai dan Pejabat Administrator yang

membidéngi kepegawaian pada Kantor Penga-

wasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelay-
anan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

untuk angka kredit:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan
Cukai Penyelia; dan

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta-
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda;

di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jender-

al Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis

(UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemen-

terian Keuangan.

Pejabat Administrator yang membidangi kepega-

waian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktor-

at Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuan-
gan untuk angka kredit:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan
Cukai Penyelia; dan :

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahll Perta-
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda,

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30
Pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:
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Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama di

kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli lingkungan Kementerian Keuangan;
Madya dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli | b. Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal bagi |
Utama di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai un-
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai un- tuk angka kredit:
tuk angka kredit: 1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan
1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/ Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai den-
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan gan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia ; dan
Cukai Penyelia; dan 2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta- |
2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta- ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
Muda/Ahli Muda, di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ke-
dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka menterian Keuangan untuk angka kredit:
kredit: : 1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan
1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/ Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai den- '
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan gan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
Cukai Penyelia; dan 2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta-
2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta- ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
Muda/Ahli Muda, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Penga- Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kantor |
wasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelay- Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC} atau Unit
anan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Pelayanan Teknis' (UPT) Direktorat Jenderal Bea
Cukai Kementerian Keuangan. dan Cukai Kementerian Keuangan;
Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jen- = d. Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama bagi Kepala

deral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan un-

tuk angka kredit:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan
Cukai Penyelia; dan

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta-
ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda,

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktarat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat seb-

{1

Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka
kredit:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan
Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai den-
gan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Perta-

- ma sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda,

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 32
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur

agaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim

Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Direktur
Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit bagi
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya dan

teknis yang membidangi pemeriksaan bea dan
cukai, pencegahan pelanggaran peraturan pe-
rundang-undangan, penyidikan tindak pidana,
pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan
pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan
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{2)

(3)

(4)

{5)

(6)

(7)

cukai, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsion-

al Pemeriksa Bea dan Cukai.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 {tiga) orang anggota.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian

pada unit kerja masing-masing. [

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat

fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Syarat untuk menjadi Anggota sebagaimana di-

maksud pada ayat {2), vyaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Bea
dan Cukai yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari pejabat

fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat di-

angkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai kinerja pejabat fungsional Pemer-
iksa Bea dan Cukait.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim
Penilai Direktorat Jenderal;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jen-
deral;

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuan-
gan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah; dan

d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai
Kantor Pelayanan Utama. :

Pasal 33
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian

angka kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimp-
inan Instansi Pembina.

BAB XIl

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIK AN JABATAN
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(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat
Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di-
lakukan sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan.
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ket-
ersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan
Pasal 3B

Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan
bagi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundangundangan.
Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ket-
ersediaan kebutuhan jabatan.
Selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsion-
al Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan dinaikkan
jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengiku-
ti dan Iulus uji kompetensi dan persyaratan lain
yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB Xl
PELATIHAN
Pasal 36
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesional-
isme, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai diikutsertakan pelatihan.

Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fung-

sional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil
analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimban-

_gan dari Tim Penilai Kinerja Pemeriksa Bea dan

Cukai.

Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai dapat mengembangkan kompetensinya
melalui program pengembangan kompetensi lain-
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nya, antara lain:

a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat
fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai {maintain
rating};

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau

d. konferensi.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengemban-

gan kompetensi serta pedoman penyusunan anal-

isis kebutuhan pelatihan fungsional Pemeriksa |

Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

(1}

(2)

(3)

PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Pasal 37
Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai dihitung ber-
dasarkan beban kerja.
Perhitungan  kebutuhan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea'dan Cukai berpedoman pada Per-
aturan Menteri Keuangan.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 38

Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari ja-

batannya apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

¢. menjalani tugas belajar lebih dari 6 {(enam) bu-
lan;

d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpi-
nan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas,
atau jabatan fungsional lainnya; atau

e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) buruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat

kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir

apabila tersedia kebutuhan jabatan Pemeriksa

Bea dan Cukai.

Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai setelah se-

(4)

lesai menjalani tugas belajar.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, paling tinggi berusia: _

a. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana
Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai
Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai
Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea
dan Cukai Penyelia; '

b. 53 {lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/
Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda;

¢. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/
Ahli Madya; dan

d. 57 {lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/
Ahli Utama,

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS
INSTANSI PEMBINA
Pasal 39
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemer-

iksa Bea dan Cukai adalah Kementerian Keuangan.

(1)

(2)

Pasal 40

Instansi pembina berperan sebagai pengelola Ja-

batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang

bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya
standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai beri-

kut:

a. menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai;

€. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsion-
al Pemeriksa Bea dan Cukai;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pe-
doman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

€. menyusun pedoman penuiisan. karya tulis/
karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang
tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai;

f. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional
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(3)-

4)

di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai;

g. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai;

h. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai;

i. membina penyelenggaraan pelatihan, fung-
sional pada lembaga pelatihan;

j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai; '

. mengembangkan sistem infarmasi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

o. memfasilitasi
kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional
dengan mengacu kepada ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi

penyusunan dan penetapan

Negara; dan

q. melakukan ‘pemantauan dan evaluasi penera-

. pan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan

Cukai.

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tu-
gas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i,
huruf j, huruf k, huruf |, huruf m, huruf n, dan
huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembi-
naan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cu-
kai secara berkala sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Penday-
agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-
si dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Instansi Pembina menyampaikan secara berkala
setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf
g, huruf h, huruf o, dan huruf p kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Ad-
ministrasi Negara.

(6)

(1

(2)

(3)

{4)

(5)

(6)

(7}

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf j diatur dengan Peraturan Menteri Keuan-
gan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVII
ORGANISASI| PROFESI
. Pasal 41

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
wajib memiliki 1 {satu) organisasi profesi dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri
ini.
Pemeriksa Bea dan Cukai wajib menjadi anggota
organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai.
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi
Pembina.
Organisasi profe‘si Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku
profesi.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai mempunyai tugas:
a. enyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
¢. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku pro-

fesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaima-
na dimaksud pada ayat {4) dan ayat (b) huruf a,
ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Bea dan Cukai setelah mendapat
persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara pembentukan organisasi profesi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan hubun-
gan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVl
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
Untuk kepentingan organisasi dan pengem-
bangan karir, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Keputusan pejabat yang berwenang mengang-
kat, memindahkan, membebaskan sementara, dan
memberhentikan dalam Jabatan Fungsional Pemerik-
sa Bea dan Cukai yang ditetapkan sebelum Peraturan
Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 44

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan se-
belum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai ber-
dasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.
PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, semua Peraturan Pelaksana dari Peraturan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Ja-
batan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cu-
kai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai
dengan kewenangan masingmasing.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Kepu-
tusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
32/KEP/M.PAM/3/2003 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 ten-
tang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara Nomor 32/KEF/M.PAM/3/2003
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Ind.o-
nesia.
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